Menimbang :

Mengingat

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR 62 Tahun 2014

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2014-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum
Penanaman Modal, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal
Kabupaten Purworejo Tahun 2014-2025;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Negara  Republik Indonesia Nomor  5587),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Rencana Umum Penanaman Modal,



S. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal dan
Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/
Kota;

6. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor
51 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman
Modal (RUPM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-
2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM

PENANAMAN MODAL KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2014-2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1
2,

Daerah adalah Kabupten Purworejo.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Purworejo.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo.
Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang selanjutnya
disingkat KPMPT adalah Kantor Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu Kabupaten Purworejo.

Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang
selanjut disebut Kepala KPMPT adalah Kepala Kantor Penanaman
Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo.

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal,
baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanam modal
asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Purworejo.
Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya
disebut RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal
yang bersifat jangka panjang dan berlaku sampai dengan Tahun
20285.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Purworejo.



10. Insentif adalah pemberian fasilitas, dan/atau insentif kemudahan

11.

12,

(1)

(2)

(1)

kepada investor untuk mendorong pertumbuhan penanaman modal
di daerah.

Bidang usaha yang tertutup adalah bidang usaha tertentu yang
dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.

Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang
usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan
penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang
dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi,
bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha
yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, lokasi tertentu, dan
bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

Pasal 2

RUPMK merupakan dokumen perencanaan penanaman modal
sebagai acuan bagi SKPD dalam menyusun kebijakan yang terkait
dengan kegiatan penanaman modal.

RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk
mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral
agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas.

Pasal 3

RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan
sistematika sebagai berikut:

a. BABI : Pendahuluan;

b. BABII : Asas dan Tujuan;

c. BABIII : Visi dan Misi;

d. BABIV : Arah Kebijakan Penanaman Modal:

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Persebaran Penanaman Modal Berdasarkan
Kawasan dan Zonasi,
4. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur
dan Energi,
5. Pengembangan Investasi Berkelanjutan yang
Berwawasan Lingkungan (green investment);
6. Arah Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah;
7. Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif
Penanaman Modal; dan
8. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal,
e. BABV : Peta Panduan (Roadmap) Implementasi RUPMK;
f. BAB VI : Pelaksanaan.



(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal dan
RUPMK, Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan dan/
atau insentif penanaman modal dan/ atau pengusulan Bidang
Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan
Persyaratan di bidang penanaman modal sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas,
kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat(1l) huruf d angka 7.

Pengusulan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang
Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada arah kebijakan
Bupati dalam pengaturan persaingan usaha dan pengembangan
penanaman modal di Daerah.

Pasal 5

Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di
Daerah dilakukan oleh Kepala KPMPT.

Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleh Kepala KPMPT
dengan melibatkan SKPD, dan/atau instansi terkait.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling
sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan
kepada Bupati.



Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 20 —2—%0’Y

]AUPAMOREJO?
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Diundangkan di Purperejo
pada tanggal 20 -1\ 2oy

SEKRETARIS DAERAF %ABUPATEN PURWOREJO,

)

& TRI HANDOYO ¢.
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BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 20/ NOMOR (62 SERI g NOMOR 5/
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Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 yang tertuang dalam
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sebagalmana tertuang dalam RPJP tersebut, khususnya dalam
pembangunan bidang ekonomi, maka perlu disusun RUPMK di
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Kabupaten Purworejo diperiukan sebagai acuan dalam pelaksanaan
1nvestas1 di Kabupaten Purworejo, sehlngga tujuan pembangunan
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RUPMK merupakan arahan umum kebijakan investasi di
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Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten PurworeJo Tahun 2005-
2025.
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penduduk juga tinggi. Jika tingkat pertumbuhan penduduk lebih
tinggi dari tingkat pertumbuhan ekonomi tidak terlalu berarti bagi
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2012 perekonomian Kabupaten Purworejo mengalami pertumbuhan
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Purworejo tahun 2012 menurut Harga Berlaku adalah sebesar

7.871,108 milyar ruplah dan menurut Harga Konstan adalah sebesar
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Sektor Pengangkutan dan Komun1kas1 (7 64%)
Salah satu potensi daerah yang dimiliki oleh Kabupaten
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sertumbuhan yang semakin berkualitas.
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menciptakan perekonomian daerah vang memiliki daya saing vang
inggi dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo
berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal
yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan
ekonomi vang bisa mengubah keungsulan komneratif meniadi

keunggulan kompetitif.
Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan

penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang tertuang
dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Maodal

Kabupaten. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman

L i — 4
Modal, bahwa Pemerintah Kabupaten menyusun RUMK yang mengacu

pada RUPM, RUPM Provinsi dan prioritas pengembangan potensi di
Daerah.

RUPMK merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka
norian o COFFMal Aenoan ’T‘ohnp NS RIUUPMEK therfiimoct 1vminl
lJ\A.LLJu'LAb i uu;;xtlw “\/AAb\ALL LM_A.AM‘ A ‘-l\'ll-lu" ANNS L avaAN U\./LLMALbUA. \'.\LAL\AJX
mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan
sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan

prioritas  sektor-sektor yang akan diperioritaskan persebaran
pengembangan penanaman modal di Kabupaten Purworeio,

Untuk mendukung pelaksanaan RUPMK guna mendorong
peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan
kelembagaan yang kuat, baik di kabupaten maupun di Kecamatan.
Oleh karena itu visi vang sama dari seluruh pemangku kepentingan di
bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya
terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan,
dan koordinasi dari masing-masing pihak.

Pada tahun 2025 tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten
Purworejo diharapkan telah mencapai tingkat yang setara dengan
tingkat kesejahteraan penduduk di kabupaten/ Kkota lain yang lebih
maju di Provinsi jawa Tengah, bahkan kabupaten/ kota lain di luar
Provinsi Jawa Tengah. Untuk mencapai tingkat kesejahteraan tersebut
maka pendapatan perkapita penduduk di Kabupaten Purworejo harus
tumbuh iebih cepat dari pada pertumbuhan pendapatan per kapita di
Kabupaten lain yang lebih maju di Pulau Jawa. Oleh karena itu,
liperlukan penanaman modal vang lebih besar, lebih efisien, dan
mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta mampu mendorong
‘erciptanya iapangan kerja.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tersebut ditandai oleh
nenigkatnya kesempatan kerja, meningkatnya tingkat pendidikan
nasyarakat yang tercermin dari meningkatnya indeks pembangunan
nanusia, dan meningkatnya produkitivitas perekonomian. Peningkatan
fisiensi perekonomian tersebut di tandai oleh meningkatnya
>enghematan dalam pengelolaan anggaran di berbagai bidang,
enyusunan program yang semakin efektif dan pembiayaan sesuai
lengan pembiayaan siandar, pelayan yang semakin berkuaiiias, yang
1ada akhirnva alkan meninal-atlran seadsalebdotbn o o - _1__ _ _ .
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sebagaimana yang dnngmkan tersebut, maka dlperlukan penanaman
modal yang bukan hanya jumlah dan porsinya yang harus meningkat,
akan Lcu:q,.u Juga semakin meluas ke berb uagcu sektor dan kKualitas

ilklim nenanaman maodal vang semakin haik Intuls mnﬂpanaI kondici
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ideal itu, maka RUMK dlperlukan agar pelaksanaan penanaman modal
di Kabupaten Purworejo sesuai dengan kebijakan penanaman modal
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Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Purworejo tersebut dapat tercapai.
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Negara Repubhk Indonesia Tahun 1945. Pemerintah berkewajlban
antuk berperan serta dalam pengembangan ekonomi dengan memberi
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f)entlng dalarh membangun 1khm penanaman modal yang berdaya
saing, juga mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis

s A sam sl b mnan  anad

mam v m  emnmam Al Deni 7 ~t bmamata Al
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ataupun pengembangan wilayah. Sedangkan penyebarluasan informasi

potensi dan peluang penanaman modal secara fokus, terintegrasi, dan
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ASAS DAN TUJUAN

Asas Penanaman Modal di Kabupaten Purworejo dalam upaya

rnengembangkan arah kebijakan penanaman modal adalah sebagai

sl v 4o

berikut:

1. Tranparansi:

2. Akuntabilitas;

3. Non Dikriminasi;

4. Kepastian Hukum;

5. Rnrbp‘on111f?_n

6. Berwawasan Llngkungan -

7. Berkeadilan, dan

o T avnm s an Al S ans e

O. Nncliilaliuitiail.

Tujuan Penanaman Modal di Kabupaten Purworejo adalah sebagai

berikut

1 R pnntnivlradtlrnin lraamcnbhhdannanes sva s svrases Lrnd

1. wviClil lst\ L 1 I\CQCJd.llL iaall lllia .ydl anat,

9. ]\ﬂenpir\falzan 1apangan keﬂa

3. Mengolah dan memanfaatkan potensi sumberdaya daerah;

4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha ekonomi
daerah;

8. ]\ﬁnn1n¢ﬂzoﬂzoﬂ nnmhaﬂn‘nnan ekonaomi  herkelaniutan dan
berwawasan hngkungan ( green investment );

6. Meningkatkan kapasitas, kemampuan dan pemanfaatan
teknologi daerah;

7. Mencintakan rasa Aman hagi Investor untuk menanamkan
modalnya dan

8.

Memngkatkan profesionalitas sumber daya m anus1a sehmgga
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VISI DAN MISI

Visi yang ingin diwujudkan KPMPT Kabupaten Purworejo adalah:
“TERWUJUDNYA KABUPATEN PURWOREJO YANG LEBIH
SEJAHTERA“

Misi

Untuk mewujudkan visi dalam bidang penanaman modal di

qupnnfpn I(Qh'l}nafnn rhfnynrn]}'\ melalii hpherpr\q misi ‘791fl]

1. Mewujudkan pelayanan publik dibidang perizinan dan investasi
yang Profesional;

2. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai tujuan investasi
vang aman;

3. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai tujuan Investasi
yang memiliki daya saing;
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ijakan Dew ... an MaAd-1 Kabiiratae ITWOI'ejo vano ceada. .
jaxkan Penan man Modg! favupaten Pyy wielo yang Scaarig
'Puh melinnt

a. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah

e Tarat

S Mma < PEriguatas+~ 1-.1 Baoanin Derigaha s~
UuLun uieriCapai Prligluatan ncxemuagaau P€rianaman

madal 4; NDaerah sekureng-kurengnve dilakukan denoan cara:

1)

di bidang Pénanaman modal yYang lebih efektif dan

COmod s+ erhadan  —a-. an mod=! .1
akumudqtlf tCAhauap bPrliaiiaman modal ai

Sesuai dengan Undang—Undang Nomor 25 Tahun
2007 tentang Penanaman Modal dan ditindaklanjuti dengan
Peraturan-peratuyran maiar. anaaninya, Pemer
telah diamanat

| I 9 e A~ & N e '~ ~ TP~ e e
uudaug*uuucuus P‘UIIIUI <O lariun LUV LCIILCLU.S PClldllall.lall
Modal, vane dilaksanakan oleh lemhaoa atau instansi vano

Dalam rangka meningkatkan Optimalisagi dan
it ian Penanaman modal dalam
Penvelenooa '2an nelavanan Derizinan dan non nerizinan di

bidahg ﬁgﬁanaman modal, didukung dengan léetersediaan
Siste Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara

an nram VA~ ST Aae

1 Ttoma~anll, T s g oy e TDranm Tros e~
1La1 KU QO 11n (UF 10 1\)].'4} _yqus LCl1 uu.egx adi Uucili 1 SPIPJ.SL‘J ls
2€rada di Radan Koordinasi Penanaman Maodal

Cninglrs +ma pelsvas am DETizi i o an s P, O 73  an
penir igratan PCiayatnian PE€rizinan aaii nonper lzifian
Penanaman madal dalam rangka memberikan lavanan dan

informas;j yang dibutuhkan dan diharapkan masyarakaf,
sehingga mendorong penyelenggaraan daerah yang

LA afal.ip e [ | P—

P - —\“’\~.“49\%'\ 4 1
ti aiisSpar i, Ciextii, dan CLSi€1, aan anuiitaoe],
Penve!engg..raan nelavanan ternadn a2t ninty, di hidane

Penanaman hodal oleh lembagayinstansi yaﬁg berwenéﬁé d1
bidang Pénanaman meda] dengan mendapat pendelegasian

. . .
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V)] rcuuugnatalt KUUIdairiasi
dalam rangka nelavana

penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian
dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian
mendukung iklim penanaman mo i

4} Mengarahkan lembaga penanaman modal d
secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta
berorientasi pada pemecahan masalah (problem - solving)

dan memfasilitasi baik kepada para penanam modal yang
akan maupun yang sudah menjalankan usahanva di
Kabupaten Purworejo.

Optimalisasi Kerja Pelayanan Birokrasi:

Optimalisasi kerja pelayanan birckrasi dilaksanakan
melalui:

1) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan
Perizinan dan Penanaman Modal;

2) Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia pada KPMPT;
dan
3) Penerapan Standar Pelayanan.

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pengendalian

pelaksanaan nenanaman modal dilaksanakan melalui:

SRiAOGA afiasaiaa il AariTAaRA A

1) Pelaksanaan pemantauan yang dilakukan dengan cara
kompilasi, verifikasi, dan evaluasi laporan kegiatan

penanaman modal dan dari sumber informasi lainnya.
Pelaksanaan pembinaan vang dilakukan dengan cara
penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal,
pemberian  konsultasi dan bimbingan pelaksanaan
penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang
telah diperoleh dan hantuan dan fasilitasi penyelesaian
masalah/ hambatan yang dihadapi penanam modal dalam
merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.

3) Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dengan cara
penelitian  dan  evaluasi atas informasi pelaksanaan
ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah
diberikan, pemeriksaan ke iokasi proyek penanaman modai
dan dindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan
penanaman modal.

Hubungan Industrial

Hubungan industriai yang sehat daiam penanaman modai
dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya
manusia di Kabupaten Purworejo, oleh karena itu diperlukan:

1) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk
memberikan program peiatinan dan peningkatan
ketrampilan dan keahlian bagi para pekerja;

2) Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan
kolektif yang harmonis antara buruh/ pekerja dan
pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik {code oj guod
faithy-

L.
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o) rengemoangan uvaiitas Suimoer aaya manusia, ilmu
Pegetahuan dan feknn]ogﬁ nendukung industri  dan

e A~ ...n«..l.\&.\.. afa v~
kualitas mesin dan pPeraiawaini, transier pcnsﬁtculua.u,
teknologi anlikasi dan konten digital

Pawmnmaoanmrliam cnin cmnincmsmnsan i ma~dal Ao
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rcugcilivaligall peuauauxau iiocGai G 1 iall

KEoljakail uiitu

mpnr‘nrnnn’ nprenhoran nengnaman modal di Kahn

L A s H

dilakukan dengan cara mengembangkan senffa sentra ekonomi
yang ada di Kabupaten Purworejo melalui pengembangan sektor-

malidbni sbsmmdamnie ocaciiss ~res Avalervamr  Tidan mlossan vman A et

3 CHKLOT DLL ClLCS.lb DUbudl ua_ya uut\uus Hilgnuligall aaii PULCllbl

Pa ten Purw rnrcn 0

u

1nggu ilan daerah vang dimilili mphnnh

a. Sektor Pertanlan dan Perkebunan
b. Sektor Pariwisata

o
l..l

. anaman Modal! Berdasarkan Kawasan dan Zonasi:
arail renaiiamniai viodar peraasarkKai nawasail aail L01asi.

or
§
3

‘Uﬂg rqh pﬂanmhnnnnr\_ sektor ‘l‘\p?"fQﬂ‘lQﬂ melinuti:

1) Kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah tersebar di
seluruh kecamatan meliputi:

~\ T amnnsnandnon Nunlina calivaas 1—-1«.\..-.». 112 L N E70 1ol dmane
4aj Ac&Talnatail uravag S€iuas Kurang 1I€0il 4.0/ < 11€Kar,
hl Kecamatan Noomhal selias kuranoe lehih 2,317 helktar;

83

Kecamatan Purwodadi seluas kurang lebih 2.644 hektar;
Kecamatan Bagelen seluas kurang lebih 494 hektar;

£

‘l—--«n«.v ~hil. 107 LAl én

T nammn b T7AT: vn e .»..\

e) AcCCairniataii Aaliigcsing Sciu S K rang icoin 1o/ nexiar,
i Kecamatan Purworeio s¢ ,! uas kurang lehih 1.571 hektar:
g) Kecamatan Banyuurip seluas kurang lebih 2.792 hektar;

Kecamatan Bayan seluas kurang lebih 1.768 hektar;

~ s 1

T T sinlryeves: Toyyaamp 101
{ecamatan Kut Luqu S€iuas Kuraig lebih 1.918 hektar; 3
Kecamatan Rutuh eelu; rang lehih 2 845 hektar;

.k) Kecamatan Plturuh seluas kurang lebih 2.467 hektar;

1) Kecamatan Kemiri seluas kurang lebih 1.564 hektar;

il T ammsnndanin Darremnn o Tovmn e 1+ ~laala 1 N1 1Al
i11) Lxcpcuucu_au L)]. Uuino sSciuasS Kur aus LCUIL[ VL1 llCt\LdJ.,

nl Kecamatan ﬂnhaﬂa sehias 1111?‘9710' lehih 1 AR7 heltar:

______ LR L 9 LR Lol 2N e

o) Kecamatan Loano seluas kurang lebih 1.029 hektar; dan
p) Kecamatan Bener seluas kurang lebih 1.632 hektar.

T Avxrem oo B e 2o o Talanen  Tencden TN
nawasaii PCI Lcuucux Laliailiiall paiigall laliaii noll Lg yailyg

gt

femda ek
N N

as kur
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tersebar di seluruh kecamatan meliputi:
a) Kecamatan Grabag seluas kurang lebih 2.513 hektar;
b) Kecamatan Ngombol seluas kurang lebih 185 hektar;

\ A e~ Dhssesrmdads ol iraneg 1alil. N1 a1l
ncbcuual.al’i Curwoaadail sciu uialilyg IS0 4 17 LLCI\LOJ
1

- -

as k
lura ng lehih 456 hektar;

)

) Kecamatan Ragelen sehu: le

e) Kecamatan Kaligesing seluas kurang lebih 309 hektar;
f) Kecamatan Purworejo seluas kurang lebih 325 hektar;

o) Domcrrizimin calizaa Loarasis o 110 Laledo.
g) Kecamatan Banyuurip seluas kur aiig lebih 119 Nnexiar,

as kK1

hl Kecamatan Rav_gn selhias Lrnrnh(r lehih QR0 hnlzfpr
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<) Kecamatan Pituruh seluas kurang lebih 1.797 hektar;
)} Kecamatan Kemiri seluas kurang lebih 1.468 hektar;

an PP Tearram o~ o Tevan levaianan v Taldl, 209 Taalodnca
) l\eba.llldLa.ll 11 U1V DSTluao I&L«Llcl.lls 1I€0IN OOV llanal,

1) Kecamatan ﬂnhnno celhiias 1(11er(7 lehih 604 helitar:

)) Kecamatan Loano seluas kurang lebih 211 hektar; dan

o) Kecamatan Bener seluas kurang lebih 232 hektar.
mnrrindr s o an 1,.,\..4..1“‘1& aaaaaa Tesme Irmvsvasmma 1lalhsls 7 N

L\awabau tJCl Huunaill vl uunulilula Ssivuasy nulaill s 1W€0iN i v

tuinh ribu tica puluh delanpan) hektar tersehar di selurm

kecamatan.

Kawasan peruntukan perkebunan seluas kurang leblh

PR PR AL ...L“ O e A

200 2D v~ =~ P |
DL DUV \L.lsd. puluu Uua 1livu uUga latus Ciiadalil pul

1 Kecamatan Butuh seluas L'nf'nna lehih 58 hpl{i_—ar

hektar terdiri atas:

1) Kelapa tersebar di seluruh kecamatan,;
b) Tebu meliputi:

(1) VW an~ ety ,\ o~
(1) l\C\/allldell uia ag,

(2} Kecamatan Ngnrnhnl

(3) Kecamatan Purwodad1;
4) Kecamatan Bayan' dan
\
J

A v s

17 17
ncoalliiadaiLall I\Clllll 1
~l Cengkeh melinuti:

(1) Kecamatan Kaligesing;

(2) Kecamatan Pituruh;

{21\ Tammsnmndbacen Davsan ~o

\\)’ l\CL,d.llLd.Ld.ll piruiuv,

{4y Kecamatan Gehang:

(5) Kecamatan Bener;

(6) Kecamatan Loano;

T A T V4P O o hrwrerrmnarans~e A~ an
\l) I\dellldl_dll I uLwulicju, uail
(8\ Kecamatan Ragelen

1) Kopi robusta meliputi:

(1) Kecamatan Gebang;

1)) VW anmwvnnd~ Terrvam ~ o
(<) ACCdailiatail i ulu,

()  Kecamatan Pituruh;

(4) Kecamatan Kahgesmg; dan
(5) Kecamatan Bener.

Maswmalialenrs wan

1Cinioaxau ulcupu L.l.

W
——

(1Y Kecamatan Purworeio;
(2) Kecamatan Purwodadi;

(3) Kecamatan Bagelen;

1A\ T anmwmnmdoan Thdavans 1. ,J,-«
LT) nolalliiaitall r LLul bll.l, uaiti

(‘;\ Kecamatan Ranvnnrn'\

) Nilam meliputi: 7

(1) Kecamatan Pituruh;

M\ VW amnmnwmantnsm Darran e A nam
(<) ncoailiatall piuiiv, uaitt

(R} Kercamatan Inann
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(2) Kecamatan PurworeJo,
(3) Kecamatan Loano,

1A\ T amnnsmn b~ 17 '«-~. ~
\T) ncoaiiiaitaltll L\ausca 115, dl

(5}  Kecamatan Pituruh.
Kakao meliputi:
(1) Kecamatan Kaligesing;

[N 1V e e e o e e
(<) nclalilatalli uc11<:1

() Kecamatan Loano;
(4) Kecamatan Gebang; dan
(5) Kecamatan Bruno.

terd1r1 dar1

a)

h)

Ternak besar terdiri atas komoditas sapi perah, sapi

me Al analiaasile leana v s dnan
cal Ul SC1lui ull ncraliiailail

1) Kecamatan Grabag,
2) Kecamatan Ngombol

(4} Kecamatan Ravan:
(5) Kecamatan Kutoarjo;

(6) Kecamatan Pituruh; dan

{77\ T anawanda
\7) ACCainiatail 1.)1 uiio.

ras Kahgesmg dan domba tersebar d1 seluruh kecamatan
terutama meliputi:

1\ Toamnimmnmtoman I7alicmacsie o
(i) I\de.lllaLcLll l\dlls 1113,

(2} Kecamatan Kemiri:
(3) Kecamatan Bruno; dan
(4) Kecamatan Bener.

/1A damammr PPOL B W4 o vy aaa

.~ N e T 1.
1 l'CLt\ unssab/ 1(111 illya LC.l ulrt d. as ayaiii v
r

netelur, avam nedaging, itik, itik manila, hurung nuvuh
ano kelingi.te reehg:r;ﬂ1 irnith baramatan

N u’iﬁau pcnsc H1Uatigail i'ar -afiwisata “ﬁéiputi:

1\ Kawagsan namunqrg‘f_-r__:_ h‘.!d?_‘]a hﬁT!!‘.’!?. situs

bangunan, dan kawasan cagar budaya mehputl
a) Kecamatan Banyuunp,

L\ Keoramatnem Dhrssranas A
U) nA€Camatan Purwore O,
) Kacamatan Kutnarin:

d) Kecamatan Bageleﬁ
e) Kecamatan Bener; -

o T e Y O » SR
1) I\C\,dl.llal.all L)Laltl..{}.‘

gl Kecamatan Loana: dan

hl! Kecamatan Purwadadi
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Dawasall paliwisdid diaiil DErupa goa, air ierjurn, paiitai, dan
menndnnonn alam lain nnva

~iiiil 22 283221

1) Kecamatan Kaligesing;
o) Kecamatan Plturuh

3j Kecamatan Purworejo;
)} Kecamatan Purwodadi;

Pl Wa ntan Nonmhale Aan
5} be\,axxlcu.cul A‘S\IJLLUUI’ uci

1) Kecamatan Grabag.

{awasan pariwisata buatan meliputi:

1) Kawasan Geger Menjangan yang terletak di Kecamatan
D'I'IT'('XYI\?"I‘;I'\ Aa Vnnomo+on T oichale)
4 w41 Y/ \:J\J A AL AANUUCALLICALCALL LaNJCRL AN,

7)) Desa Wisata:
(1) Desa Wisata Somongari di Kecamatan Kaligesing;

(2) Desa Wisata Jatimalang di Kecamatan Purwodadi;
() Dega Wigata Vahnrnhon di Kacamatan Noomhbaol:

\vYJ ITCLLCL LA A1 s 13T LUQaiicALCAr A YRV U,

(4) Desa Wisata Ketawangrejo di Kecamatan Grabag;
(5) Desa Ekowisata Karangrejo di Kecamatan Loano;

(6) Desa Wisata Wirun di Kecamatan Kutoarjo;
('7) Desa Wigsata Hutan Mayungsari di Kecamata

A ST VY ASTALGR A A Lias aYa ADVTRAL L ALVV“AA‘“\'ML

Bener:;

(8) Bumi Perkemahan Argoputro di Kecamatan
Purworejo; dan

(9) kawasan lainnva vang memiliki notensi untuk

223y J SR an Aaa il PO LIt

dlkembangkan sebagai kawasan pariwisata.
awasan peruntukan permukiman terdiri dari atas kawasan
rerkotaan dan pedesaan di seluruh kecamatan.
(awasan Lindung Kabupaten Purworejo mempunyai
tawasan yang perlu dilindungi guna mencegah timbulnya
terusakan fungsi lingkungan hidup, baik berupa sumber
lam, sumber daya buatan maupun nilai sejarah kota

-cugcxuuaf]g‘&ﬁ Pangaﬁ Yurpasuukoar wattcuer gl
Arah Kebijakan Pengembangan Pangan

A,

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di

bidang pangan adalah sebagaJ berikut:

i)

Pengembangan industri pengoiahan pertanian yang
didasarkan pada produk pertanian lokal,

Penguatan kemampuan daya saing, efisiensi, dan
modernisasi agribisnis;

Pengembangan pusat iniormasi berbasis teknoiogi iniormasi;
Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal
yvang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan
usaha, peningkatan %ketersedian sarana dan prasarana
budidaya dan pasca panen yang iayak, dan keiersediaan
infracetriilttiir tanaman nanoan dan nerkehiinan
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reiigeiiivaligail AYRENEST Vit ncxcux_j ut aiig D
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Arah kehiiakan nengemhangan nenanaman maodal
bidang infrastruktur adalah sebagai berikut;
1) Penmgkatan penyediaan sarana dan prasarana sumberdaya

P T B P

ir dan iTig si;

UE!

mhqnanngn media komunikaci dan informatika:

D) Pe out

3) Pemngkatan sistem  pengelolaan dan penyeienggaraan
telematika yang tanggap terhadap kebutuhan pasar dar

PR s

A
llluubLll,
4\ Dnrnﬂtﬂzafan ﬂpmhandnnoﬂ dan nencemhanoan iaringar

transportasi; dan

5) Perumusan dan penetapan kebijakan penata ruang.
A «’\h T Aaldeinleman Do ~a smn A v e

Avrah lzahnnlzah npnn‘nmhoﬂann nenanaman modal ]-nr]an

energi adalah sebaga1 berikut:
1) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dar.

terbarukan by T i o sec s moda
(eroaruKka Serta IMENnaorong pEnanaimain moaa
infrastruktur energi untuk mementihi kehutunhan lietrile:

2) Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dar
terbarukan untuk mendukung efisiensi, konserva31 dar
A, .

an lingkungan hiduvp
&
ha

}JCICDLdl .ldll 111 shl:l IS
R} Pemherian kemuda

serta dukungan akses pemblayaan dosrmtlk dar

infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru

A~ P e
dan terbarukan , Gail

4) mehprﬂqvgaﬂ npmonfﬂafcn siimher r]gva air eahaoa

‘1n(ﬂznﬂo‘nn (nrao;n inpest monﬂ

Arah kebljakan pengembangan Investasi berkelanjutan yang

berwawasan lingkungan adalah sebagai berikut:

a.

)

Mmoo Trnliiinl.n A~
cligall KT ULJ axaii uca

B s Atz Ao

pCliviiya UCTLSILICIEE

L

1 1
nemhano‘nngn hno'lzn ngan 'h1_ﬂnn lzhngnqnv_q nrogram

pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan,
transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program

mmam ma sl lonwmsmalenin lonmcmalvmnsva vnsmanss laasrads.
peiL Lcscuxa.u ACILUSandll hCallChalag, 1

ari
dan fpbnnln(ﬁ vang ramah

¢ I
gemhangan sektor-sektor nrigrita

hngkungan serta pemanfaatan potensi sumber energl baru dan
terbarukan;

pengembangan ekonomi hijau {green 10y

‘namhnmnﬂ kemiidahan dan /gfpn ingentif nenanaman modal
diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-
upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan

B e ato o]

PP 1.
ycupcuxarau, j 2 =288 ira usau prliiLcilliaiali .ll.llsl\blllsd_ll, bCJ. ta

mendnrnano nerdacanocan lrarhnan (cavhan troado):



~ mamtimxlradbnen smamaartamanin daliamaTlan: Ao mmmanan s dvilens  crmam
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ramah lingkungan secara lebih terintragasi, dari aspek hulu

hingga aspek h111r dan
f. pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan
kemampuan atau daya dukung lingkungan.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Arah kebijakan pemberayvaan usaha mikro, kecil, dan
menengah dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, vaitu :
a. strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang

berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala

..... 1121

hhacan s1onle~ 1. hhawlrasas ~ alrlatccavra
_yd_l.ls 1T LI wToal
ah

v~ ‘L\ ~am ,J.\.,. -~
uSaria miKiO OCTrKCinivail &S uaill pa a anliiiliya

mnrnar:h 110011 )

b. strategl aliansi strategls, yaltu strategi kemitraan berupa
hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku
usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling

lllbllsulll.ullsnall llllblllublll\all uxcuuaq oplxulssa uayat
memperkuat keterkaitan diantara pelaku wusaha dalam
berbagai skala usaha. Aliansi di bangun agar wirausahawan
vang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar
dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar.
Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan

At A A A YT Am e Ticn v san mem vy T am by 3 e 3 PRy DAla Alincnos cperna~n

1~
AClJaDallla yaiiy Sallilyg xucusuuLuugAau rola aiiaiisSi Scifiacaiii

inilah vango alkkan mencintakan ketrkaitan nanha (Inkane antara

usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.

Tan nnandsf Do msmnmasmnnn mandal craca
111DC11IL1IL rTllalialilall 111uucu ydils
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Kemudahan dan/atau 1nsent1f penanaman modal merupakan
suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah
perusahaan atau kelompok perusahaan sejems untuk mendorong

ascu PLL uoauaau LCIDDUML ucxycxuanu/ Lucxanunau I\CSLaLall ycuxs
sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.
a. Prinsip-prinsip pola umum pemberian kemudahan dan/atau
insentif.
Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman
modal didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal.

4l Alendnacnen ~1 amm AT s Lo . Trasants

DA ~n B P D —n A~la~
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paja daerah dan atau retribusi daerah), dan kemudahan
prosedur perizinan.
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sektoral, kepentingan penge-mbangan daera tujuan pemberian
kemudahan dan/atau insentif penanaman modal pengaruh ¥

Tratnnlraidnn anlrdn xraimry  haranmalriidba e A,w‘,w“« anlrdnnr 1ai

nco LCI raitail SCKICT yalig voisatignuiail ucCtL scu SN LUl iaiii,

D"

besarannva secara ekonomi, penverapa tenaga keria,

sinkronisasi dengan kebuakah yang terka1t, "s;:rrt‘al tujuan
pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Purworejo

A An(‘n"" Y\n‘lﬂt.\ ahalal “ 17:!1’\11(\1 1‘\ "‘1
uuayux; Prinsip y;leoxP Gasar péniapan LEoyakan l.l\zl.l.lub.llall

kemudahan adalah sebagai herikut:
1) efesiensi;
2) efektifitas;

2 trananaranai
U’ Ca ulLUyul CALIVDL

4) sederhana;
5) keadilan; dan
6) perhitungan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan.

;
Panetanan namharian bnmnﬂohah r‘o-n /Qfan 1nennf1f

penanaman modal diberikan diberikan berdasarkan kriteria
pertimbangan bidang usaha antara lain: kegiatan penanaman
modal yang melakukan pembangunan infrastruktur dan

kegiatan nenanaman modal vang menyerap tenaga L’PY‘IQ

R~ il e e heiiettiasl™ ety ~ ut e S sl
Bentuk/jenis kemudahan dan/atau 1nsent1f penanaman modal
oleh Pemerintah Daerah.

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan
fagilitas dari Pemerintah Daerah L'Pnadq penanaman modal

untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam

rangka mendorong peningkatan penanaman modal.

Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan
berupa:

1) Berbagai kemudahan pelayanan melalui Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modali;

2) Pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan
dari Pemerintah Daerah;

3) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada
perusahaan penanaman modal untuk memperoieh hak atas
tanah;

4) Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;

5) Penyediaan sarana dan prasarana;

©0) Penyediaan iahan atau iokasi.

Bentuk Insentif vang dapat diberikan oleh Pemerintah
Daerah antara lain:
Pengurangan, kKeringanan atau pembebasan pajak daeran;
2) Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi
daerah; i
3) Pemberian dana simultan; dan/atau
4) Pemberian baniuan modai.



rciiaiialiiali 111U cal _y d.lls ud.lJGlL lLLClllPCl VICT1L 111IDCIILLL ucail
kermudahan adalah vang memenuhi salah satu dari kriteria

sebagai berikut:
1} memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan

axrmmn oo

masyaraxat,
2} menveran hanvak tenaga keria lokal;

3) menggunakan sebaglan besar sumbér daya lokal,
4) memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;

= LA..J-A“ 1- 4-.....1\,.,‘. AT~ Aamtam el b ~daT
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reginonal hruto:

5) menjaga dan mempertahankan lingkungan berkelanjutan;
7) termasuk skala prioritas tinggi daerah'

) uLcuLbausuu infrastruktur untuk | Kepentingan pubhk,

)

melalkukan alih +p'lz-nn]n(n

10) merupakan industri p1on1r
11) menempati lokasi di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau

Aannraly marhaoateaans .
uaciall PCL ual.aaau,

12) melaksanakan Lkegiatan nenelitian, nengemhangan dan
inovasi;

13) melakuka kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro,

Al Adass

1. somsnamandty Aaan
KEC11I atau uyCL Si, dan
1 4\ mengounakan ang

dlprodukm di dalam neger1
Untuk kegiatan penanaman modal yang merupakan

““““““ P =D DR PENDR P e ] Fd A b s

tam el v v dans s i mmnan s £
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h:-rhnam karana gifat nnnnnmhannnnnvn memiliki keterkaitan

yang luas, strategis untuk perekonomlan daerah, dan
menggunakan teknologi baru.

v a2 A

N AT o PO TR TF minman e s o Hoaes
WIEKaiiisinie reEmoerian Af€mudanan Qarijata
Pananaman Mandal.

Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman
modal diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap bidang-

bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang di daerah/
kawasan/ wilavah tertentu. Karena hidang-hidang usaha
tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti
perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara
berkala terhadap pemberian kemudahan dan/atau insentif

Evaluasi ini dilakukan oleh KPMPT dengan melibatkan
SKPD terkait.

TT A a1 eva Alsr s Ty an o A amnille s Anwnnd s~
11asit €vaiuasi yaiig ainasiiKai aapat oETrupa
rekomendagi /11_@_ 1lan nnﬂamhahan dan /qfcrn nengurangan
bidang- bldang usaha yang memperoleh kemudahan dan/atau

inentif
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Sekretaris Daerah Kahunaten Purwarein untuk dihahas dengan

SKPD terkait. Hasil pembahasan selanjutnya disampaikan
kepada Bupati dalam bentuk rekomendasi/usulan penambahan

~ o~

usdrna Yyaiig uapat

-~

dan/atau perigurarigail bidan ig- bida ig
mpmnprn]p lrea a

terbuka dengan persyaratan di dldang penanaman modal yang
diusulkan oleh Bupat1 kepada pemerintah Pusat.

41y em Aam e e mimn T it
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xmudahan dan /afnn insentif maun vang

¢ aan/ata un

nenanaman madal diatur lehih lanint

tersendiri.
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Arah lznhﬂa]z_nn ﬂrnmnq1 dan bnﬁaqama nenanaman modal di

Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

a.

penguatan image buzldmg sebaga1 daerah tujuan penanaman

vang m

~A~1 ,\.ﬂ.«... ~
mMoGau yaliiyg 1iiiciiail <

C._. on

zmage buzldmg loka31 penanaman modal
pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (targetted

4. D S B P T T ot
yIUIILULLUIL; C1 all udill 1iovatll,

T
Y\D]QL’QQY\QQY\ keginfnn nromaos 11 dalam rc:nﬂcﬂzq nencanaian tarcet

penanaman modal yang telah ditetapkan;
peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal;
pt“:i’ighamux peraii fasilitasi hasil kegiat" Proin

osi
alktif untult mentransformasi minat nenanaman mo

realisasi penanaman modal; dan
peningkatan kerja sama penanaman modal yang dilakukan oleh

Ao A~ I mdmsy lhadass TaaaTo

Do ~l. M~ P PO PN .- v
fClLlC.llllLd.ll acrari ucusau Hcgaila Ld.l.ll ud.ll/ dilau vadaii nuxKuin

aging melalii Pemerintah dan Pemerintah Provinei Jawa 'T‘nnn'qh

dan / atau Pemerintah Daerah lain, serta swasta atas dasar
keamanan kedudukan dan saling menguntungkan.
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RUPMK sehingea danat mencanai tuiuan nembangounan ekaonaom

Kabupaten Purworejo tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam vis
Kabupaten Purworejo Tahun 2025, perlu dirumuskan tahapan-tahapar

f - utar ot iet o R It e ) e - e~

pPeiiCapaiaii Jauska menengan penanaiman modal.

Tahapan-tahapan pencanaian  tuiuan  jancka menengal
penanaman modal berfungsi sebagai indikator arah pencapaian vis
pembangunan ekonomi Kabupaten Purworejo melalui penanamar

. . .
LS T e o~ S s~ e~ PEY R

PRGN I | T > . sdvy +dnln mcnman - > -— AdbndnanTem e rvandas]
ilivual. 171 bdlllyllls iU, LdllalJcLll ycubapcuau 1111 ulLCLan\all ulitur

menyusun skala prioritas :Atahunan, tsekaligus berperan sebagai bahar
dasar untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal

meniadi nanduan skala nrioritas nenanaman modal dala rangok:

dan kemudian berdasarkan indikator tersebut dapat dilakukar
nerbaikan arah dan stratesi untuk mencanai tujuan vang telal
ditetapkan dalam rencana penanaman modal jangka panjang.
a. Tahap I (Periode Tahun 2014-2015):
Pelaksanaan penanaman modal jangka pendek (2014-201 5]
dimaksudkan nada kegiatan-kegiatan vang dilaksanakan antars

lain, untuk méndorong dan memfasilitasi bénanaman modal yang
siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang

Tonan smnamman st mnan  amm A ]
nail PCllalliailiiall 111o4dal

haru. serta penanaman madal penuniang infrastrulitur Untuk
mendukung implementasi Tahap I dan mendukung tahap-tahap
lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah

P PN

cabansai Taa
SCuagal uTiiKuiL.
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~ Trio~la o IR o o Y o Je
1uCianunalil pPCliuasail uSdaria atau 111Clanu

1. Peningkatan gistem lavanan nperizinan (nrosedur. informasi.
sarana dan prasarana gedung KPMPT;
Pembangunan database yang terintegrasi (pusat informasi);

ainlia 1

Dhnn v s o~ oy leamm A cbalinala A1 Aca.
I 1u51 alii dSUdDIALId>SAS1 ncpaua DLAKCLIVUIUCT 3

WD

Peningkatan kualitas suumher dava manusia [nelatihan-nelatihan

mengenai potensi-potensi investasi maupun prosedur perizinan);
Peningkatan insentif dan disinsentif (situasional sesuai dengan

w1 )

b
Laia 1 uaus; ’

o

o)

Pemhuatan melkanisme maonitoring dan evaluasi nelaksan
regulasi;

Penegakan dan kejelasan regulasi (regulasi yang pro investasi);
Penempatan personil yang sesuai dengan latar belakang
keahlian (perlu aturan vang lehih atas):

9. Perlunya penelitian mengenai dampak kehadiran bandara di
Kabupaten Kulonprogo terhadap peluang penanaman modal di

Wahitsmatam MDivamcrnmnla

0N
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1N tmammavnmclhanmmania aalidate cmandasadasm 1-lizvaysmeavrs
1U. Periuniya strategi pengemoangai SEeKior pertanian, Knususiiya
agrohisnis vang menvelur 1h dQ 1 hulu ke hilir o didasarkan

pada hasil penelitian lapangan
X B Perlunya penyusunan road ap pengembangan penanaman

12. Menata dan g1ntens1ﬂ<an 'strategi promosi  untuk
mempromosikan Kabupaten Purworejo sebagai daerah tujuan

f] 1 V\t\faﬂn 1 XTIV OY [ataalatal I'] ﬂm““n"f’\“ Af\"Yf\
yu;;cu;au.xa;z moGau Huupxxo;a; yYalig aillaii aan 111\,1111.;-.4 iyai Uaya

saing finggi;

13. Perbaikan infrastruktur daerah yang mendukung investasi
seperti: jalan, air bersih, listrik dan ketersediaan lahan usaha.
Tahap I ({Periode Tahu“l 2016-

Pelaksanaan Tahap II dimaksudkan untuk mencapai
prioritas penanaman modal jangka menengah (tahun 2016-2020).

e 2 Al 1r11ilran adalalhh oo rma ndal

3 lraointan ~
nais aucual; Hbllmlmllall uLuucu

Pada tahay ini Kigialan yang
vang mendorong Dpercepatar
infrastruktur pendukung wi ayah seperti jalan, listrik/energi,
instalasi pengolahan limbah dan air bersih), diversifikasi, efisiensi,

Annr LrAanvaral amnarol hararawar " linolriirnon
ULUCLIL DNULLIVULIOL viivs SJ. UL VVaLvy u\)all llllsnullsall

Untuk mendukung implementasi Tahap 1T dan mendukung
tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman
modal harus dilakukan prioritas berikut:

1 DPrinritna nada malaninitl-an narkn11rnn infraa
A . A L AL LA y AL Ll‘\./lu‘. J (SRS ANSE DS y AJCALIACALL 11111 €AV

vang mendukung investasi (termasuk infrastruktur pendukung
wilayah seperti: jalan, listrik/energi, instalasi pengolahan
limbah dan air bersih);

. . . . .
DDY‘I‘IY\GL’Q"‘DY] cietem 19‘791’\9?‘ narizinan meaenilii
| AR S s <

A Tiiriip Al WAINI L Las S A LAl LA

perizinan berbasis jaringan (online);
3. Melanjutkan perbaikan dan penataan sarana dan prasarana
gedung KPMPT;

4, Pemhanouinan database vang teri fpgrnq1 (}:\usat informasi)

A VarAnRAAl - MR LA A T DAY

dengan mulai mengintegrasikan database SKPD/ Instansi
terkait dan bisa diakses oleh investor dengan mudah secara
online;

Mp1g‘mnﬂzan program sosialisasi kenada stakeholder untuk

SIQLIITASL LSS SLaR U AR

menghllangkan persepsi bahwa prosedur perizinan mahal,
berbelit-belit dan lama sehingga membutuhkan calo/ biro jasa;
6. Melanjutkan peningkatan kualitas sumber daya manusia,

u:u\u
infrastruktur fisik (termasuk

PO

o

maupun prosedur per1zman,

Peningkatan insentif dan disinsentif (situasional sesuai dengan

tata ruang);

8. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan regulasi sesuai
dengan mekanisme yang telah ditetapkan;

9. Penegakan reguiasi yang pro investasi;

~l



1IN Madtnin smrmninsvsmbnsnsntflrandn aNduvada AP IAN N TTAAGR ST SN A st S o S L
1V, LCTUu P 111(:1151 1ILCTLIdIIKRALL Sl au:gl IJJ.U 11UD1 _yaug HCLIL LV uuau&aﬁ
Kabunaten Purworeio sebagai dner,b tuinan nenanaman modal

Tahap III (Periode 2021-2025): Pengembangan Industri
Pelaksanaan Tahap I dimaksudkan untuk mencapai

dimensi pen;.naman ‘modal jangka panjang (2021-2025).
Pelaksanaan tahap ini baru bisa diwujudkan apabﬂa seluruh

ala nAdi auvarat lra mnriinn +talah  Airaililsg arty
\./.l\/ll‘.\/ll V C«L‘..ls lllbLAJ (.I.ul. QJ caircau I\\/lllallly wuciis L\/lwl ullllllll\l, O\/}Jb‘l (%8

tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber
daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan
penanaman modal pusat dan daerah, dan terdapatnya sistem

rm n + an ™Mman
pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman

modal vang berdaya saing.
Agar implementasi Tahap III dapat mendukung tahapan-
tahapan lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal

yang pnr]n A1+nmpnh or‘a1oh ephogo*l benkut

Peningkatan sistem layanan perizinan berbasis jaringan (online);
Pelayanan prima perizinan;
Pembangunan database secara jaringan (online) yang tidak

hanva mpnvpd191{9n informasi perizinan saja’ namun sudah

AiRaa R aaaoa 2alliiina

menka1tkan semua data mengenai penawaran (supply) dan
permintaan (demand) dari masing-masing komoditas di

Kabupaten Purworejo, sehingga investor dapat langsung melihat
semuia np]ngno‘ investasi vang Qda

4. Melanjutkan penmgkatan kuahtas sumber daya manusia
melalui pelatihan-pelatihan mengenai potensi-potensi investasi
maupun prosedur perizinan;

5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan regulasi sesuai
dengan mekanisme yang telah dlbuat,

6. Penegakan regulasi yang pro investasi,

7. Tetap mengintensifkan strategi promosi yang mempromosikan
Kabupaten Purworejo sebagai daerah tujuan penanaman modal
potensial yang aman dan mempunyai daya saing tinggi;

8. Pemberian kemudahan dan/atau insentif bagi penanaman
modal di bidang agrobisnis yang berwawasan lingkungan dan
mendukung pengimplementasian kebijakan energi oleh seluruh
pemangku kepentingan terkait.

OOI\)r—-“

Tahap IV (Periode setelah Tahun 2025): Pengembangan Ekonomi
Berbasis Pengetahuan (knowledge-based economy)

Pelaksanaan Tahap IV dimaksud untuk mencapai
kepentingan penanaman modai setelah tahun 2025, yaitu pada saat
perekonomian Kabupaten Purworejo sudah tergolong maju.

Pada tahap ini, penangannannya difokuskan pada
pengembangan kemampuan- ekonomi ke arah pemanfaatan
teknoiogi linggl aiaupun 1novasi.



BAB VI
PELAKSANAAN

Kebijakan Pemerintah Daerah tentang regulasi yang berkaitan

encan nenanaman modal dimalksudkan untuk mnqrwnfobnn Lrepaqha-h

VEiEALL pUaItiiaiaan AR \adzaa NALACALE vaiaituads 22Tk aCera

hukum sehingga iklim penanaman modal akan semakin kondusif.
Oleh karena itu, apabila semua faktor pendukung baik ekonomi,
sosml pol1t1k hukum pertahanan keamanan yang mendasari asumsi-
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ini dapat dlcapal
Terhadap arah kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan
diatas, RUPMK memeriukan suatu Ilangkah-langkah konkrit

PO o P Y 2 | FOpREE.| T I
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1. SKPD di hngkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam dapat
menyusun kebijakan terkait kegiatan penanaman modal,
kebutuhan dan prlorltas penanaman modal sesuai dengan tugas

mnlrAlr Aaen Frvesrminay e A ITTIORATS »
pUnUn \J.()..LA Lu;xsox.u.byu LLL\,LLS(A\/M Puuu INU L iViEs,

2. SKPD dalam menyusun kebutuhan penanaman modal
berkoordinasi dengan KPMPT; dan

3. KPMPT dengan melibatkan SKPD lain melakukan evaluasi bidang-
bidang usaha yang memperoien fasilitas, kemudahan dan/atau
insentif penanaman modal yang diberikan pemerintah Daerah.

[BUP I FURWOREJO,

éMAHSUN ZAIN 8.



